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Konsep adil dalam pemabgaian warisan menurut al-Qur’an adalah memberikan porsi laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan, karena laki-laki mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar dari pada perempuan. Perlindungan terhadap perempuan dalam Islam maupun dalam hukum positif  mencakup pemenuhan hak perempuan untuk mendapat perlakuan yang baik dan wajar, hak mendapatkan mahar, nafkah, warisan, pendidikan, hak untuk berusaha dan memperoleh hasil usahanya serta hak memilih pasangan hidup. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan dan bagaimana tinjauan   hukum Islam tentang  pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau. Penelitian ini bersifat normative dengan teknik analisis kulitatif.
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pewarisan harta pusaka Tinggi kepada anak  perempuan di Minangkabau dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan adalah bahwa anak perempuan di Minangkabau telah mendapat perlidungan tentang hak waisnya lebih baik, karena di samping berhak memperoleh harta warisan dari orang tuanya (harta pusaka rendah) juga mendapatkan hak terhadap harta pusaka tinggi. Hak atas harta pusaka tinggi ini karena perempuan di Minangkabau merupakan sosok yag sangat di muliakan dan garis keturunana mengikuti garis ibu. 

Ditinjau dari hukum Islam, pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau hukumnya boleh karena tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Pemberian warisan kepada perempuan sangat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman saat ini, karena perempuan ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Alasan lain bahwa sistem pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengatur tentang pembagian harta pusaka rendah yang wajib dibagikan kepada ahli waris berdasarkan hukum faraid. Oleh karena itu, sistem pewarisan harta pusaka tinggi dibolehkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara’,  sesuai dengan kaidah ushul fikih bahwa hukum asal perkara mu’amalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang. 
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